PUTUSAN

0053/Pdt.G/2017/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak

antara:

Murwahidah binti Sukardin, umur 27 tahun, agama lzslam, pekeraan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Lingk. Penatoi RT.004, RW. oo, Kelurahan
Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai
Pengaugat;

melawan
' Eko Setiadi bin Setyo Ujang, umur 31 tahun, agama lslam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTA, semula tempat kedigman
di Lingk. Penatoi RT.004, RW. 001, Kelurahan Penatai
Kecamatan Mpunda Kota Bima,sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya {ghail} sebagai Tergugat,
Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohan, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohanan tanggal 09 .Januaril 2017

yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
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dengan nomar 0053/Pdt. G/2017/PA Bm, tanggal 09 Januari 2017 telah
mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikul:

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima (Kutipan Akta

Nikah Nomor : 44/01/11/2010 tanggal 02 Maret 20707,

I

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah prangtua Penggugat di Kelurahan Penatol
Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun, kernudian pindah dan
bertempat tinggal di kos-kosan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan
Penatai Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 7 bulan, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Surabaya
selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal lagi di ruman
orangtua Penggugat di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
selama 1 bulan; . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan
dikarunial 1 arang anak bernama a. Rizky Alif Dandi (laki-laki) tanggal
lahir 06 Oktober 2010, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 berturut-turut hingga sekarang

[F¥]

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa
alasan yang jelas.Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
permnah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah
lahir bathin Penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Lurah Penaato'i Kecamatan

Mpunda Kota Bima Nomar 478/03/1/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang
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menyatakan bahwa Tergugat dahulu opernah berdomisili di alamat
scbagaimana tersebut diatas , namun sekarang ftidak diketahui |agi
alamatnya {ghaib);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Terfgugat,

namun tidak berhasil;dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan
aleh Ea!uarga dan tekoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dinasehati, namun tidak berhasil;;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Eko Setiadi bin Setyo
Ujang ) Terhadap Penggugat {Nurwahidah binti Sukardin ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada har dan tanggal vang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang

relaas panggilannya Nomor 0053/Pdt.GA2017/PA.Bm tanggal 23 Januari 2017
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an tanggal 23 Pebruari 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir
di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasshati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
pEI‘I‘l‘IDl‘ID:IE nnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Kopy surat keterangan dari Kepala Kelurahan Penato'i Kecamatan
Mpunda Kota Bima dengan Nomor 478/03/1/2017 tanggal 04 Januari
2017 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa
dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok

! sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomar : 44/01/11/2010 dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima , Kabupaten
Bima tanggal 02 Maret 2010 dan telah dibubuhi meterai cukup dan
setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya
ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2,

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang

saksi sebagai berikut:
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1 Wuratika binti Sukardin umur 30.. tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan
rumah tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di RT04. .. RW.05
Keluarahan Penato'i, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, serta bersedia
bersumpah menurut agamanya,

« -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai sadara kandung Penggugat;

=« Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang meninkah
tanggal 03 Maret 2010

» Bahwa Penggugat bernama Nurwahidah binti Sukardin dan Tergugat
bermama Eko Setiadi bin Setyo Ujang ;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota
Bima dan sempat tinggal di Surabaya selama 3 bulan

+ Bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

= Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmaonis
lagi, karena sejak 4 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan
Penggugat;

» Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati agar bersabar, namun
tidak berhasil:h

2 Faradinangsih.binti M. Jafar umur 21 tahun, agama lslam, pekerjaan
Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT 04 RW 05 Kelurahan
Penato'i, Kecamatan Mpunda Kota Bima;

+ -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai sadara tetangga Penggugat;
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=« Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang meninkah tanggal
03 Maret 2010

+ Bahwa Penggugat bernama Nurwahidah binti Sukardin dan Tergugat
bernama Eke Setiadi bin Setyo Ujang ;

» Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota ~ Bima
dan sempat tinggal di Surabaya selama 3 bulan

= Bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

» Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak hamrmonis lagi,

karena sejak 4 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;

s Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati agar bersabar, namun
tidak berhasil;

+« Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai
dengan Termaohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, hahwa upaya nasehat oleh Majelis Hakim dan mediasi
melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena
Tergugat tidak permah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh

orang lain sebagai kuasanya, maka pemrmohonan Pemohon dapat diterima

tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan
.

Pemerintah Momar @ Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemaohon

tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan,

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Penggugat terhadap
Tergunat berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1988 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang MNo. 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik
dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima uniuk memeriksa dan
mengadili permohonan Penggugat sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang MNo. 50 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akia otentik
dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister yang sah, sehingga
Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum

dalam perkara ini;

FR e = 0 T B Thecieeeeeee Rl nae @2 MiAs 20T TDA THRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada c=ii==8
yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Jull tahun 2012 antara Pengguco=
dan Tergugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat tanpa nafakah lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugal di persidangan.
berarti dalil-dalil permohonan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan

setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dali!

Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan

perceraian yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemaohon
telah mengajukan bukti dua orang saksi,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pengygugat tidak
termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua
saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan
kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan
kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171,
172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 8 Tahun 1975
jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1089, oleh karena itu Majelis Hakim
menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan
alat bukti yang sah, |

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan
dua arang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak 4 tahun yang lalu;

Him & s/d Hlm 12 Putusan Nomor,53/Pdt.G2017/FA.BM
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2. Bahwa yang tinggalkan Penggugat adalah Tergugat, tanpa nafakah lahir
dan bathin
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar sabar, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa perkawinan izlah ikatan lahir batin antara seorang pria
d-engar"t seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yvang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nemer 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukom Islam:
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Momor 1 Tahun 1874, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

ister,

Menimbang, bahwa berdasarkan Fasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Momor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf {b) Kompilasi Hukum |slam, di
antara alasan perceraian adalah salah satu plhak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit
diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang
bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukdi tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga wyang
demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang herkapanjangaﬁ bagi
Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari

kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permchonan Pemchan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2} Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116
huruf {12] Kompilasi Hukum Istam, cleh karena itu permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat berdasarkan
hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 27 avyat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1875, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek berdasarkan
Pasal 149 ayat {1} R.Bg;

kMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Momor 7 Tahun 1889 yang telah diubah dan ditambah terakhir

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2008, Majelis memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan
putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima uniuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Momor 7 Tahun 1988 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
mepghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatubkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ehkosetiadi bin Setyo
Ujang) Terhadap Penggugat (Njurwahidah binti Sukardin);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Fencatat Mikah (FPM) Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mpunda Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang
dizediakan untuk itu:

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumilah Rp. 301.000 - ( tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin
tanggal 28 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1438
Hifrmyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdini dari oleh
kami Mulyadi, $.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan
Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.l., M.5.1. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim

anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti yang

Him 11 s/d Hlm 12 Putusan Nomor33/Pde. G200 7/F A BM

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

i

Hakim Anggota = Hakim Ketua
TERAL ha
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Dre. Muhammad Agus Sofwan Hadi Mulyadi, 5.Ag
Hakim Anggota
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S..
Panitera Pengganti

dfﬁ@{
Suhartati, SH

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-
2, Biaya proses : Rp. 50.000.-
3. Panggilan :Rp., 210.000-

4. Redaksi :Rp. £.000 -
5. Materai - Rp, 6.000,-

Jurniah Rp. - 301.000

Whew 19 efd Hlm 17 Prtuzan Nomor:33/PdG/2017/PABM
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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